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f,iederalisme adalah salah satu bentuk sistem atav organisasi politik yang
I' banyak digunakan. Di kalangan masyarakat internasional kontemporer,
paling tidak ada sembilan belas negara federasi, mulai danyangmini seperti
Republik Islam Federal Komoro sampai yangraksasa seperti Amerika Senkat
(lihat tabel .l). Negara-negara demokrasi yang besar dilihat dari jumlah
penduduk dan luas wilayah termasuk di dalamnya, sehingga menopang
argumen yang mengatakan bahwa negara yangbesar dan demolaatis berbentuk
federasi. Selain itu, masih ada ada dua puluh safu rlegara yang mencakup
tatanan federal, yaitu dalam bentuk desentralisasi yang konstitusional,
walaupunpadadasarnya bukan negarufederasi. Ini termasuk Republik Ralryat
Cina yangmemiliki lima wilayah otonomi.

Secara singkat, tulisan ini akan membahai dua fokus. Yang pertama adalah
bagaimana negara-negara federasi terbentuk dan masalah politik apa yang
ingln diselesaikan lewat pembentukan federasi tersebut. Yang kedua adalah
status negara-negarafederasi kontemporer dilihat daribeberapa sudut. Dengan
duafokus diatas, tulisaninitidaklebihdari eksplorasiawalke arahfederalisme/
federalisasi komparatif yang masih jarang sekali dilakukan.

Artikel ini merupakan bagian kedua dari elaborasi penulis tentang federalisme Oagran pertama
berjudul "Federalisasi dan Demolaatisasi lndonesia", dimuatpada terbitan jurnal ini, Jurnal Sosial
Politik (JSP), Volume I, nomor 3, Maret 1998).

Suf pengajar pada jurusan Ilmu Hubungan lnternasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
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Federalisasi

Banyak jalan menuju federasi. Bahkan, daptatdikatakan tidak ada model
dominan yang dapatmenggambarkan bagatmana sistem politik atau negara
yang tadinya bukan federasiberubah menjadi federasi, danbagaimana negara
atau satuan politik yangterpisah-pisah bergabung menjadi sebuah federasi.
Selain inr, tidak semua usaha federalisasi berjalan dengan lancar dan berhasil.
Sebagai contoh, di Republik Rakyat Cina usaha-usaha federalisasi sudah
berlangsung setelah revolusi 1911, khususnya di propinsi-propinsi selatan. Di
RRC, federalisasi dianggap dapatmenyelesaikan konflik antara kepentingan
lokal dan kepentingan pemerintah pusat. Selain itu, federalisasi juga terkait
dengan anti-militerisme dan dulungan kepada demolaasi. Kendati demikian,
rencirna-rencana federalisasi di RRcbelumberhasil antara lain karena konflik
dan ketidakselarasan antarpropinsi.t Di lain pihak, Yugoslavia pernah
menerapkan federasi dan konfederasi. Akan tetapi, seperti diketahui, federasi
ini sudah bubar. "Federalisme polisentrik" atau proliferasi elit otoriter di negara-
negara bagran dituduh telah menjegal demokrasi dan partisipasi di bekas
Yugoslavia. Federalisme polisentrik ini, pada gilirannya menjadi kekuatan
sentrifugal )ang merusak (kon)federasi Yugoslavia. Dari tujuh republik dan
dua pro'pinsi yang dulu membentuk Yugoslavia, sekarang tinggal dua republik,
yaitu Seftia dan Montenegro.'

Salah satu jalan menuju federasi adalah melalui formasi negata
pascakolonial. Beberapa federasi muncul setelah kolonialisme berakhir.
Federasi India, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Uni Emirat Arab adalah
contohnya. Negara-negaru ini adalah bekas jajahan Inggris. Apabrla periode
kolonialisme di tarik ke periode WrLg lebih awal, beberapa federasi lainnya
seperti Amerika Serikat, Australia, danKanada adalahbekas koloru Inggris.
Australia sampai sekarang masih bagian dari persemakmuran Inggris. Ini
menunjukftan salah satu kecenderungan dalam federa.lisasi, yaitu adanya

Joseph Fewsmith, "China," dalam S.M. Lipset,ed., The Enrycloptedia of DemoqaqlWashington:
Congressional Quarterly Inc., 1995, hal. 206.

IrnardJ. Cohen, BrckaBonds TheDbintegntionof Yugoslawla,Boulder: WesMew, 1993, hal. 33.
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Tabel {. Negara.Negara Federasi: Beberapa lndikator Terpilih

Samsu Rizal Panggabean

Unlt lrnlt
Konrtltua

Jumlah
Ponduduk
{19erl

Lua!
Wllay.h
(km1

Bentuk
Pemerlntahan

Pendapatan
Nog.ra dan
Peddapd.n
por keptta
{t. lee7l

Kanada

lslam Kornoro

Jerman

lndia

Malaysia

Meksiko

Nigeria

Pakistan

Rusia

Spanl'ol

Swiss

Uni Emirat Arab

Amerika Serikel

Yugoslavia

38.265.a€l.}

18.613.087

8.023.214
(19e6)

10.17 4.922

169.806.557

30.675.398

545.528

82.079.451

110.532.212

135.135.195

2.766.890

7.686.850

83.855

30.510

8.51 1.965

9.976. 1 40

2.170

356 910

923.770

803.940

227 milier
I'l. 1oo/kapita

694.3 miliar
7.70o/kapira

132.7 milier
1.3oo/kapita

(1 e96)
344 miliar

2.600/kapita

092 miliar
4.7oo/kapita
642,4 miliar

'16.400/kapita

172.4 miliar
23.8ooikapita

54.2 miliar
24.00O/kapita

8,083 miliat
30.200/kapita

23 p'opinsi, 5 wflayah,
I tedori nasional,
1 dbt,k tederal

6 negara baeian,
a witayah adminbtEsi,
2 teritori,
I wilayah itxrkola

I Ltrder

3 wilayah,
3 komunitas budaya

26 negara bagian,
'l distrik ibukota federal

10 propinsi,

2 teritori

3 pulau

16 Lender

25 negara bagian,
7 wileyah kesaluan,
1 tederasi,
1 negara asosiasi

13 negara bagian

31 negara bagian,
1 distrik federal

30 negara bagian,
1 teritori ibukota feder3l

4 propinsi,
I wilayah suku.
1 ibukota federal

89 republik dan wilayah

17 wilayah otonomi

28 kanton

7 emirat

50 neoara bagian,
2 federasi, 3 negara
asosiasi, 3 teritori
berpemerintahan lokal,
3 unincorpoBted lenilories,
1 distrik federal, 2 pengikrrl
lederal. 72 pulau.

2 republik

Repuuik 348,2 miliar
9.7orykadta

984.003.683 3.287.590

20.932.901 329.750

98.552.776 1.972.550

146.861.022 17.075.200

39.133.996 504 750

7.260.357 41.290

2. 303.088 82.880

270.31 1.756 9.629.091

11_206.(xl9

Neoara Federasi
Demokratb

39,1 miliar
21.40O/kapita

Republik Federal 174,1 miliar
21.4oo/kapita

Keraiaan 236.3 miliar
23.zg0lkepi'.e

Republik Federal 1.04 triliun
6.30O/kapita

Federasi dengan 658 miliar
Demokrasiparlementer 21.70olkepna

Republik Federal lslam 400 juta
685/kapita

Federasi Republik 1,74 lriliun
20.800/kapila

Republik Federasi 1,534 triliun
L60O/kapita

Monarki

Republik

Rep{.blik

Republk lslam

F ederasi

Kerajaan

Republik Federal

Federasi

Republik Federal

102.350 Repuuik Federal 2'[,3 miliar
2.2&Okaptle

Sumt€'t: Lips€t (1995); W,Cht(1998)
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pengaruh Inggris. Kerajaan Inggds sendiri adalah negara kesatuan. Selain
itu, dalam sejarah pemikiran federalism e, yangmuncul dari imperium Inggris
adalahmashabpemikiran"federalismeimperial"yangrnginmenft ansformasi
imperium menjadi sistem federat yang mendunia.3 Walaupun demikian, sistem
politik Inggris mengandung tatanan federal, yaitu United Kingdom of Great
Britain and Northern Irelandpngterdiri dari empat negeri dan lima pulau
yang berpemerintahan sendiri. Pada saat ini, kalangan parlemen di Inggls
iuga tengah membicarakan kemungkinan federalisasi bagi negara kesatuan
Inggris.

Kecuali di negara -negara ymlgmenjadi federasi setelah penguasa kolonial
angkat kaki, proses federalisasi dalam arti unifikasi beberapa satuan politik
yang berbeda dan terpisah berlangsung melalui periode yang panjang.
Pengalam Nt negara federasi moderen yangpertama, yaitu Amerika Serikat,
adalahcontohnya. Proses federalisasi bermula pada- 17 87,ketika negara-ne gan
bagyanyang tadinya terilot dalam suatu konfederasi menyepakati perlunya
membentuk pemerintahan nasional yang memiliki kekuasaan yang lebih besar.
Konstitusi federal ini diratifikasipada mulanya oleh sembilan dari tiga belas
negar abagan. Kemudian, satu-petsatu sisan ya merutifikasrnya. Federasi AS
berkembang seiring dengan bertambatrnya negarubagsan yang bergabung
dengan serikat. Sampai ke masa kini pun, proses federalisasi dan pertarungan
kelarasan antara pemerintah federal dan pemerintah negaru bagian masih
berlangsung. Sebagai contoh, padm- tahun L990-an Kongres mengusahaan
undang-undang yangingrn memindahkan otoritas di bidang pendidikan dan
kebrjakan ekonomi ke negara bagian. Pada tahun 1995 Kongres AS
memberikan wewenang kepada negara bagian untuk melakukan kontrol
terhadap program pemerintah federal di negara bagian seperti program
kesej ahte raan sosial, pendidikan, dan lingkungan hidup. a

Pengalaman negar a-negara federasi menunjukkan menunjukkan ada dua
gerak atau arus yang sangat menonjol dalam federalisasi. Gerak pertama
adalah unifikasi. Dalam hal ini, beberapa negara atau satuan teritori al yang
terpisah menggabungkan diri menjadi sebuah federasi yang berlandaskan

Daniel J. Elazat, "Federalism," S.M. Lipsed, ed., TIte Enqclopedia of fumxtaqy(Washingtonl
Congressional Quarterly Inc., 1995) vol. tr, hal. 429.

hq: / / www.closeup.orglfedcral.htrn.

37JSP o Vol. 2, No. 2, Nopember 1998



Federas i D alan Masyaraka I wemas ional Samsu Rizal Panggabean

konstinrsi ternrlis. Fokus utama gerak pertama adalah tsitori. Malsudnya,
ketidakselarasan atau masalah yang ingin ditangani berhubungan dengan

teritori, seperti statusnya, kontrol atasnya, otonominya, atav pemisahannya

dari entitas yang lebih besar tempamya berada. Gerak yang kedua adalah
penyebaran dan desentralisasi. Dalam hal ini, otoritas dan kekuasaan dan
pusat atavpemaintah umum disebarkan dan didesenfralisasikan ke satuan-

satuan pemerintahan yang menjadi bagran federasi tersebut. Sepeni halnya

dengan gerak pertama, ger& kedua ini juga ditandai dengan ketegangan,

benturan, dan bakan gerak mundur. Tetapi, berbeda dari gerak pertama, fokus

utama gerak kedua adalah pemerintahan. Maksodoya, ketidakselarasan atau

masalah yangingin ditangani berhubungan dengan pemerintahan, seperti tipe

sistem politik yang akan digunakan, penggantian pemerintahan pusat dan

komposisiryu, perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintah pusat,

perungsaudara, ketidalselarasan horizontal, dan lain-lain. 5

Demolcrasi

Bila konflik dan ketidakselarasan politik yang ditangani federalisasi dilihat

dari sudut teritori dan pemerintahan, beberapa kecenderungan dapat

ditekankan dari pengalaman negara-n egarafederasi. Federasi pahumumnya
memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar (bikameral). Dari
s e mbilan b elas negar afederal dalam tab el 2, hany a dua ne gara yang berkamar

satu (unikameral), yaitu Republik Federal Islam Komoro dan Uni Emirat

Arab. Kedua negara ini juga memiliki kekhususan lain: Komoro hanya

memiliki satu partai potitik nasional, sedangkan Uni Emirat Arab malah tidak

memiliki paftai. Yang menarik adalahbahwa kecenderungan bikameralisme

berlaku terlepas dart apa bentuk pemerintahan yang digunakan -
parlementarismg presidensialispq atau semi-presidensialisme. Kecendenrngan

bikameralisme dalampraktikfederasi selaras deng;anprinsipprinsip federalisme,

kfrususnya nonsentralisasi dalam politik legislatif, dan checks and balances.

Bikameralisme dapat dianggap sebagai penopang institusional terhadap

prinsipprinsip tenebut.

5 Pembedaan teritori dari pemerintatran sebagai pokok ketidakselarasan dan konflik diambil dari

MargaretaSollenberg, ed, SataiaArmedConllid lg6,Uppsala: UppsalaUnivenity, 1997.
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Tabel 2.

Sistem Pemerintahan dan Sistem Kepartaian

Negara Sistem Pemerintahan Kepartaian-l(ekuasaan P ol iti k

Argentina

Australia

Austria

Belgia

Brasil

Kanada

Komoro

Jerman

lndia

Malaysia

Meksiko

Nigeria

Pakistan

Rusia

Spanyol

Swiss

Uni Emirat Arab

AS

Yugoslavia

Presidensial, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Presidensial, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Unikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Presidensial, Bikameral

Presidensial, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Semi-presidensial,
Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Bikameral

Parlementer, Unikameral

Presidensial, Bikameral,

Presidensial, Bikameral

M ultipartai-Se ntra I isasi

M u lti partai-Desenfra/rsasi

Multipartai-Sentra I isasi

Multipartai- De s e ntra Ii s a si

M ulti partai- Desenfra/isasi

Multipartai- Desenfralisasi

Nasionalis-satu partai

Multipartai- Desenfralsasi

Multipartai- De se ntrali s a si

Satu Partai Dominan- Sentralisasi

Satu Partai Dominan- Sentralisasi

Militer-nonpartai-Sentralisasi

Kuasi Multipartai-Sentralisasi

Multipartai-?

Multipartai-Sentra lisasi

M ulti partai- Desentratsasi

Nonpartai- Desentra/isasi

Multipartrai- Desentra/isasi

Satu PartaiKomunis-?

Sumber: Lrpsef (1995); Gastil (1988);Wight (1998)
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Akan tetapi, dilihat dari arus ketuasaan dalam sistem politik, penerapan
prinsip nonsentralisasi mmunjulkan kecendenrngan )ang berkda. Sedikitnya
adz 16 sistem politik yang secara kelembagaan stabil dan ada 3 yang tidak
atav belum stabil, yaitu Yugoslavia, Rusia, dan Komoro (lihat tabel ). Dari
16 federasi tersebut, dh sembilan yang arus kekuasaannya desentralis, yaitu
Australia, Belgia, BrazrT,Kanada, Jerman, India, Swiss, Amerika Serikat; dan

Uni Emirat Arab. Sisanya, tujuh federasi, adalah sistem politik yang sentralis,

yaitu Argentina, Austria, Malaysia, Meksikq Nlgeria, Pakistan, dan Spanyol.

Dari sini tampakbahwa kecendenrngan desentralisasi tetap ada. Akan tetapi,

mengingat tujuh federasi yangbermasalatr dilihat dari sudut perlerapan prinsip
nonsentralisasi, capaian negara-negara federasi dilihat dari zudut implementasi
prinsip nonsentralisasi culup problematis

Selain dimaksudkan sebagai sarana kelembagaan bagi prinsip nonsetralisasi,

federalisme merupalcan mekanisme mengatur konflik etno-politik. Argumen
ini mengatakan bahwa perimbangan hubungan dan ketidakselarasan antaretnis

dapat dipengaruhi oleh sffuktur kelembagaan politik.u Selaras dengan ini,
federalisasi adalah mekanisme mencapai keseimbangan antara keharusan

menciptakan identitas nasional bersama di satu pihak dan pluralisme efiris

dan identitas budaya yang ada dimasyarakat di pihak lain. Beberapanegaru
federal di benua Eropa, seperti Belgia, Spanyol, dan Swiss memang drtradapkan

kepada pemilahan bahasa yangsemakin lama semakin relevan secara politik.
Di Kanada, federasidapatmenjadi cara memberikan otonomi kepada kedua
propinsi yang sama-sama kaya tetapi secara emis dan bahasa berbeda, yaitu

Quebec dan Ontario. Tentu saja, ini bukan berarti di negara-negara ini
federalisasi semata-mata ber{ungsi sebagai mekanisme pengatur konflik etnis

dan bahasa. Selain itu, di negara-negara yang kelompok-kelompok
minoritasnya sudah terakomodasi ke dalam sistem, federalisasi sebagai
mekanisme menangani konflik kebahasaan kurang relevan. Bagt negara-negar a

federasi tertentu, federalisasi lebih mengarah kepada persoalan pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan bagian-baglannya.
Dalam konteks ini, federalisasi lebih terkait kepada masalah pemisahan
kekuasaan. Negara-negara Jemran, Swiss, Belgia, Austria, dan Amerika Serikat
adalah ilustrasi tepat bagi penggunaan federalisasi sebagai salah satu
mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah
di unsur-unsur yangtergabung dalam federasi tersebut.

o Dondd L. Horowitz, Ednic Gmry in Confliq Berkeley: University of California Press, 1985, hal.
60lff.
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Tabel3. Federasidan Masalah Sub Nasional

Masalah Mlnorltas Tlpe Sengketa

Penduduk asli, baik pegunungan Pendudukasli
r€upun dataran.
AfruBrasilia Ehnckdas

Abo.igh Pen<tu<titasl

Negara

Argentina

Atrstralia

Austria

Belgia

Pemerhtahan

Pemprhtahan

Pernerintahan

Brasilia Afro-Erasilia
Perdudrkasli

Kanada Pendudukasfi

Kornoro

Jennan Orang-oran€ Turti

lndia Orang-orang Kashair
Mus[m
Orangorang Naga
Orangqang Sikh tRrn*r bl
OrangForang Mizos [Lushail
Orang-o€ng TrFur [f riBrral

Mahysia OrangorarB Clra
Orang-orang Oalak
Orangorang lndia Tinr,rr
Orang"orang lGrra:n

Meksiko Perduduk asli Zapelista

Nigerie Orangorang Tuareg
Orang-orang lbo

Pakistan SekteAhmadis
Masahh Bahkistian
OrangForang Hindu
Oran0{ranq pasfun
OrangForarig Sindhi

Rusia Masahh Chechn)€
Masabh lngush
Orang-orang Tatar
Orang-orang Karac*r
Orang-orang Batkar
Orangrorang Roma
OBng-orang Annenia

Spanyol Masalah Basque,
Masalah Catahn

Swiss Orang-orang Jurrasian.
Masatah Pekerja Asllg

Uni EmiratArab

Amerika Serikat Afrika-Arnerika
Oangorang Spanyol
Penducfukasli

Yugosbvb Orang"orangAbanb
Orang-orang Slovenb
Orang-orang Kroesia

Elnckdas
PerdudukAsl

PenddrkAsl

Ehckebs€elde

Efp+asbnalis'ne.Sekte
Sekb
EhenasbnalismePenduduk asf
Ettlnasixlalisr€ - Sekte
Ehcllasimalbrne -Pendrdlk asli
Ehonasimatsne -Penduduk asli

Ehol€bs -Fbsaiu kqnunaF
PerdxtukAsl
Erlo*ebs - PesaiE kdnunal
Pen<lu*rkAsf

PendufukAsf

EhGkdas - Pendrdrk Asli
Efp-nasionatrsrne- Pesaing kornunal

Etpkebs- Sekte
Ebutebs- Sekte
Sekte
Pendudrk asli Pesahg komunal
Pesaing korunal

Sekte -Penduduk Asli
Pen<tutukAst
Ehonasirnalgne SeKe
Sekle fendrdik asL
PefthrdrkAsli
Etr}o,kds
Etnona$onaftsrne

Etno-nasionalbrne
Etncnasiooalisfl€

Etnona*ndisne
Etnckdas

Etnekebs
Etno-kebs
PendudukAst

Eho'nsbnalsmeSde
Etlo'rladmabm€
Ehooasionafsme

Crcvernment

OengEwalfesi&n)

Pernerhtahan

Teritori
Pemerintahan
Teribri
Teritori
Pefilerintahan
Teritori

Pemerhtahan
Pernerhbhan
Pemerhtahan
P€'nerhbhan

Pemerhtahan

Pernerhtahan
Pernerhtahan

Pemerhbhan
Pernshtahan
Pemerhtahan
Pernerintahan
Pernerintahan

Teribri
Pemerhtahan
Pemerintahan
Pemerhtahan
Pernerintahan
Pemerirtahan
Pemerintahan

Teritori
Terih'fi

Pemerhtahan
Pemerhbhan

Pemerhtahan
Pemerhtahan
Pernerhtahan

Pemerhtahan
Pemedntahan

Teritori
Teritori
Tedh,ri

Sumber: Gun (1993); $ilentPJry (1996)
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Dalam prakiknp, seperti tamFak dalam tabel 3 tentang masalah dan
ketidalselarasan subnasional, negara-negara federasijuga dihadapkan kqada
masalah penanganan dan pengelolaan konflik internal dan subnasional
sebagaimana halnya negara-n€gara yang bukan federasi. Masalah minoritas,

seperti penduduk asli, kelompok etno-kelas, golongan etno-nasionalis, atau

sekte minoritas tertentu adalah sebagian di antaranya. Lebih lanjut, dengan

mengingat dua gerak federalisasi, konflik internal di negara-negma federasi
juga menyangkut masalah tsitori dan pemerintahan. Apabila negara-negara

federasi ditempatkan di kalangan negara-negan yang dihadapkan kepada

ketidakselarasan subnasional, tidak ada penrnjuk luat dan meyakinkan yang

menunjukkan bahwa federasi terbebaskan dari masalah dan ketidakselarasan

tersebut. Yang mungkin membedakan suatu federasi dari federasi lainnya

adalah tingkat dan besaran ketidalaelarasan yang ada. Tentu saja, keadaan

uri tidak dengan sendirinya mmggugurkan pendapat yangmengatakan federasi

memiliki sarana struknrral yang memudahkannya menyelesaikan konflik
subnasional.

Akhirnya, dilihat dari sistem pemilu, tampak bahwa negara-n egarafederasi

menggunakan sistem pemilihan umum yangbervariasi. Pada umumnya ada

argumen yang mengatakanbahwa sistempemilihan secara positif atau negatif

mempengaruhi konflik di masyaratat.T Sebagai contoh, apabrla persentase

perolehan suara tidak tinggi, sistem pemilihan perwakilan berimbang
memudahkan alses partar minoritas ke gedung perwakilan rakyat. Dalam
maslarakat yang majemuk dan dan terbelah, mekanisme yang memungkinkan

tegaknya prinsip inklusi (inclusion) sudah tentu bermanfaat menciptakan

stabilitas. Wakil-wakil kelompok minoritas lebih mudah terjanng dan power-

sharing di kalang an partzr-p atui juga lebih mudah. D i antzr a ne gar a-fiegar a

federasi, ada sembilan negara yang menggunakan sistem perwakilan berimbang

dan satu semi-perw-akilan berimbang. Sisanya, sembilan negara, menggunakan

sistem pemilihan yang pluralias-mayorius, yaitu sistem distrik, swra alternatif,

sistem dua putaran, dan suara blok (Iihat tabel 4sebagai contohnya).

7 Horowitz, Ethaic Gmup in ConIIia, hal. 628ff.; lihat juga Andrew Reynolds dan Ben Reily, eds.,

The Intemational IDEA Handfukof Eletonl System Design, Stockholm: IDEA, 1997.
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Tabel 4. Sistem Pemilu

Negara Sistem
Pemilu (1997)

Tipe Jumlah Anggota
Parlemen

Argpntina

Australia

Ausbia

Belgia

Brasilia

l(anada

Kornoro

Jerman

lndia

Malarcia

Meksiko

Nigeria

Pakistan

Rusia

Spanyd

Swiss

UniEmiratArab

ArnerikaSerikat

Yugodavb

UstPR

AV

ListPR

List PR

ListPR

FPTP

TRS

MMP

FPTP

FPTP

MMP

FPTP

FPTP

Parallel-FPTP

ListPR

UstPR

tlde

FPTP

List PR

PR

Mayoitas

PR

PR

PR

Pluralitas

Mayoritas

PR

Pluralitas

Pluralitas

PR

Pluralitas

Plunalitas

Semi-PR

PR

PR

Pluralitas

PR

257

148

183

150

513

295

42

656

543

192

500

593

217

450

3s0

200

435

138

Sumben Reynolds & Reily (1 997)

Keterangan
FPT : First Past the Posl (Sistem Oisbik)
A : Altemative Vote (Suara AftematiQ
List PR : Ust Proportinnal Representaton (Sistem Dafiar Penrakilan Berimbang)
TRS : Two-Round System (Sistem DuaPutaran)
irt\rP : Mixed Member Proportircnal (Sisiem Perwakilan Berimbang Campuran)
Nde : No Dircct Ebcfion (Iidak ada pemilu langsung)
PR : Proportional Representation (Perwakilan Berimbang)
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Penutup

Seperti disebutlcan di depan, tulisan ini menrpakan penjelajahan awal terhadap
negara-n egara federasi. Penjelajahan ini menunjulftan bahwa dua gerak
federalisasi, yaitu unifikasi dalam kaitannya dengan teritori dan difusi serta

desentralisasi konstinrsional dalam kaitann:a dengan soal-soal pemerintahan,
tetap menjadi tantangan utama dalam negu a-negarafederasi. Ada ketegangan
baik dalam gerak unifikasi maupun dalam gerak desentralisasi. Selain itu,
penjelajahan ini juga menimbulkan suatu pertanyaan: Apakah federasi telah
gagal memenuhi janjinya dilihat dari sudut nonsentralisasr, resolusi konflik,
dan partisipasi politik?
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